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Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu
potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai
angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan
iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi
karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pagjak karbon dan perdagangan
karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara
melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber DayaMineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham
dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama, maka perlu
untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari
diterapkannya dua atau |ebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia
merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban
untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European
Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on
Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di
sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen
ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hinggakini produksi petroleum
lepas pantal tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia,
apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon
di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak
dapat dikenakan sebagal ‘sanks’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di
Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon; 2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat
insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau
sanks sosial, tanpa mengandalkan pajak; 3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek
lingkungan hidup.

...... By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a
potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering
the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targetsto
reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of
carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of
2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation
No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be
applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these
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policies to seeif the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without
creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway
has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European
Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on
Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's
offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy
economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production
remains the number one source of carbon emissionsin Norway. Reflecting on Norway, if Indonesiawants
to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia
needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction’ that creates deterrent effect so that
coal power plant industry playersin Indonesiawant to participate in carbon trading; 2) the government
needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through
fines or socia sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for
environmental projects.



